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1.1. Latar Belakang Masalah 
Anggaran daerah pada dasarnya memuat informasi keuangan yang 
diperoleh dan dibelanjakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan 
pelayanan kepada publik dalam satu tahun anggaran. Di Indonesia, 
dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses 
penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua 
pihak : eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau 
panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi 
daerah berkewajiban membuat draft atau rancangan APBD, yang hanya bisa 
diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi 
anggaran. Pemerintah daerah dianjurkan untuk menggali potensi-potensi dan 
sumber-sumber kekayaan daerah agar bisa memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya. Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). 
Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan 
pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja 
pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
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Depmendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD menyebutkan 
bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan 
daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi 
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang 
sah. Selanjutnya belanja daerah terdiri dari bagian belanja aparatur daerah 
dan bagian belanja pelayanan publik, masing-masing belanja dirinci 
menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, 
belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. 
Adanya tekanan keuangan (fiscal stress) yang disebabkan oleh krisis 
ekonomi memberikan dampak terhadap keuangan pemerintah daerah dalam 
memperoleh pendapatan daerah. Krisis ekonomi menyebabkan tidak 
cukupnya pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran 
daerah untuk pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pendapatan daerah dalam kondisi krisis ekonomi. Untuk mengetahui 
bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah antara sebelum terjadinya 
tekanan keuangan dan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah 
setelah terjadinya tekanan keuangan. Sehingga judul skripsi ini adalah : 
”ANALISIS PERBEDAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI 
(Studi Empiris di Kabupaten Jepara)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 
Permasalahan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan pembahasan 
dalam penelitian ini antara lain : 
1. Bagaimana kondisi pendapatan pemerintah daerah antara sebelum 
terjadinya krisis dan kondisi pendapatan pemerintah daerah setelah 
terjadinya krisis ? 
2. Bagaimana kondisi belanja pemerintah daerah antara sebelum terjadinya 
krisis ekonomi dan kondisi belanja pemerintah daerah setelah terjadinya 
krisis ekonomi ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang 
ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis kondisi pendapatan pemerintah daerah antara 
sebelum terjadinya krisis ekonomi dan kondisi pendapatan pemerintah 
daerah setelah terjadinya krisis ekonomi.  
2. Untuk menganalisis kondisi belanja pemerintah daerah antara sebelum 
terjadinya krisis ekonomi dan kondisi belanja pemerintah daerah setelah 
terjadinya krisis ekonomi. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan skripsi ini antara lain 
sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti  
Bermanfaat untuk memperdalam teori dalam hal menganalisis 
perbedaan unsur-unsur yang ada dalam pendapatan dan belanja 
pemerintah daerah antara sebelum terjadinya krisis ekonomi dengan 
pendapatan dan belanja pemerintah daerah setelah krisis ekonomi. 
2. Bagi Pemerintah Daerah 
Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah daerah dalam 
mengambil kebijakan untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja 
daerah di masa yang akan datang. 
3. Bagi Pembaca 
Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan 
penelitian selanjutnya mengenai topik-topik berkaitan baik yang bersifat 
melanjutkan maupun melengkapi. 
 
1.5. Sistematika Penulisan  
Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam lima Bab, yaitu : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini akan membahas mengenai landasan teori yang 
didalamnya terdiri dari Anggaran Daerah Sektor Publik, Proses 
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Penyusunan Anggaran di Indonesia, Keuangan Negara dan 
Daerah, Pendapatan dan Belanja Daerah, Konsep dan 
Pengukuran Tekanan Keuangan (Fiscal Stress), penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Bab ini akan membahas metode penelitian yang meliputi : lokasi 
penelitian, definisi variabel penelitian, sampel dan data 
penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan membahas uraian tentang gambaran umum objek 
penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan. 
BAB V :  PENUTUP 






 Landasan Teori 
1. Anggaran Daerah Sektor Publik 
Alat yang digunakan untuk mengkoordinasikan, merencanakan 
dan mengalokasikan sumber daya terbatas serta meningkatkan 
pelayanan publik adalah anggaran daerah. Anggaran daerah 
mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi 
dan sumber-sumber kekayaan daerah. Dengan demikian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana 
kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi pada satu periode yang 
dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) merupakan alokasi penerimaan dan pengeluaran yang 
digunakan sebagai perencanaan pembangunan dengan 
mengkoordinasikan semua aktivitas dari berbagai unit kerja. (Wuryan 
Andayani, 2004 : 2) 
Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang 
peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan di 
dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan 
potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan 
rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh 
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (UU Keuangan Negara, 2002). 
(https://info.perbanasinstitute.ac.id) 
Anggaran daerah mempunyai peran penting yaitu sebagai 
pedoman dan panduan dalam pembangunan pemerintah daerah, yang 
mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah. Anggaran sektor publik 
harus dinformasikan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan 
wakil dari masyarakat. 
Anggaran sektor publik tidak boleh dirahasiakan karena 
pelaksanaan kegiatan didanai dengan uang public yang dibayar melalui 
pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu dana-dana publik tersebut 
harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan diketahui oleh 
masyarakat luas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 juga 
disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas : laporan 
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), nota 
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan 
arus kas dan neraca daerah. 
Tujuan utama dari proses perumusan anggaran adalah 
menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah (seperti perencanaan 
lima tahunan/REPELITA), yang terdiri dari perencanaan input dan 
output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan 
anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana 
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publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan 
istilah penganggaran (https://info.perbanasinstitute.ac.id). Penganggaran 
sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung 
nuansa politik, maka penganggaran merupakan suatu proses politik 
(Mardiasmo, 2002 dalam Jurnal Wuryan Andayani, 2004 : 2) 
Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni :          
(1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, 
(3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk 
hukum (Samuels, 2000 dalam Jurnal Wuryan Andayani, 2004 : 2). 
Sedangkan menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam 
empat tahapan, yakni excecutive planning, legislative approval, 
excecutive implementation, dan ex post accountability. Pada kedua 
tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan 
politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir 
hanya melibatkan birokrasi sebagai agent. 
(https://info.perbanasinstitute.ac.id) 
Untuk perencanaan keuangan daerah dan APBD yang 
dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut, seperti : (1) meningkatnya tuntutan 
masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik yang ekonomis, 
efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif; (2) berlakunya 
Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tersebut; (3) adanya 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 8 disebutkan : APBD 
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disusun dengan pendekatan kinerja; dan kemudian dikeluarkannya 
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (4) Sistem, 
prosedur, format dan struktur APBD yang berlaku selama ini kurang 
mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan 
APBD yang sistematis, terstruktur dan komprehensif. 
Menurut Mardiasmo (2000 : 39) perubahan secara perspektif 
sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan 
keuangan dan anggaran daerah  adalah sebagai berikut : 
a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan 
publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya 
porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat 
pada besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. 
b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya 
dan anggaran daerah pada khususnya. 
c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para 
partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, 
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya. 
 10 
d. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan 
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, 
value for money, transparansi dan akuntabilitas. 
e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan 
pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar 
pertimbangannya. 
f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja 
dan anggaran multi tahunan. 
g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih 
profesional. 
h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran 
DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini 
dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran 
kepada publik; aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi 
batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat 
guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah. 
i. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk 
menyediakan informasi anggaran  yang akurat dan pengembangan 
komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi, 
sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta 
mempermudah mendapatkan informasi. 
Dalam situasi krisis ekonomi dan kepercayaan, tekanan pada APBD 
sangat berat : penerimaan diperkirakan akan semakin menurun 
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sedangkan pengeluaran harus diperbesar untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan yang harus dijalankan dan pola pengelolaan APBD harus 
mampu sekaligus meningkatkan penerimaan dan menghemat 
pengeluaran tersebut.  
2. Undang-undang Penyusunan APBD Sebelum dan Sesudah Krisis 
Pelaksanaan penyusunan APBD sebelum krisis didasarkan SK 
Mendagri No. 900/099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Keuangan 
Daerah. Pada bab I bagian pertama pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa, 
“Penerimaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Rutin (Sisa lebih 
anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pajak/ Bukan Pajak, 
Sumbangan dan Bantuan, Penerimaan Pembangunan), dan Urusan Kas 
dan Perhitungan. Selanjutnya Pengeluaran diklasifikasikan ke dalam 
Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan” (Sumiyati, 2006 
dalam www.bppk.depkeu.go.id). 
Dalam perkembangannya format APBD mengalami beberapa 
perubahan, tahun 1998/1999 format APBD berdasar pada Kepmendagri 
No. 110 tahun 1998, yang membedakan yaitu untuk dana atau bantuan 
dari pemerintah pusat berupa pos sumbangan dan bantuan, sedangkan 
format APBD tahun 1999/2000 berdasar pada UU No. 25 tahun 1999 
dimana dana bantuan dari pusat berupa pos SDO (Subsidi Daerah 
Otonom), setelah berlakunya otonomi daerah, dana bantuan dari pusat 
tersebut berupa pos dana perimbangan yang terdiri Dana Alokasi Umum 
 12 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan 
pajak (Tatas Firmansyah, 2006 : 18-19 dalam http://rac.uii.ac.id) 
Kemudian pelaksanaan penyusunan APBD diganti berdasarkan 
Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Penyusunan 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada bab I bagian pertama pasal 2 ayat 
1 menyatakan “Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri 
dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan”. Pendapatan 
dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, 
dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Selanjutnya belanja diklasifikasikan 
ke dalam Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Selanjutnya baik pada 
Belanja Aparatur maupun Belanja Publik, belanja diklasifikasikan 
menjadi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan 
Pemeliharaan, dan Belanja Modal (Sumiyati, 2006 dalam 
www.bppk.depkeu.go.id). 
3. Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia  
Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari 
perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. 
Penganggaran kinerja (performance budgeting) merupakan konsep 
dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian 
sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Dalam 
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pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-
kesepakatan yang dicapai melalui bargaining (dengan acuan Kebijakan 
Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran) sebelum anggaran 
ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang menjadi 
dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian 
pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi 
pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam pertanggungjawaban 
kepala daerah (https://info.perbanasinstitute.ac.id). 
4. Keuangan Negara dan Daerah 
Undang-undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 
menyebutkan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan 
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Selanjutnya Kepmendagri No. 29 tahun 2002 menyebutkan bahwa 
keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Suparmoko (2000), keuangan 
negara merupakan studi mengenai pengaruh-pengaruh dari anggaran 
penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama 
pengaruh terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti 
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pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi penghasilan yang 
merata dan peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. 
Keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan menggali 
sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan 
kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan 
daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan 
keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi 
kewenangan daerah (Undang-undang No. 22 tahun 1999). Struktur 
keuangan daerah kabupaten dan kota terdiri dari pendapatan asli daerah, 
dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. 
Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digambarkan dari 
pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah 
yang dikelola dan dipungut oleh masing-masing daerah. PAD 
merupakan sumber keuangan utama dan dapat digali secara terus 
menerus oleh pemerintah daerah. Jadi, peran PAD diharapkan dapat 
meningkat, sehingga peran sumbangan dan bantuan serta pinjaman 
daerah dapat dikurangi dari sumber penerimaan daerah. 
5. Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pendaptan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan 
hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan 
kas daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan 
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yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain 
pendapatan yang sah (Kepmendagri No. 29, 2002). 
Selanjutnya dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dijelaskan 
bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi 
pengeluaran kas daerah. Belanja daerah terdiri dari bagian belanja 
aparatur daerah, dan bagian belanja pelayanan publik. Masing-masing 
belanja dirinci menurut kelompok belanja, meliputi: belanja administrasi 
umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.  
6. Konsep dan Pengukuran Tekanan Keuangan (Fiscal Stress) 
Beban fiskal di pemerintah daerah yang tingkat pendapatan 
daerahnya rendah menciptakan terjadinya tekanan keuangan. Tekanan 
keuangan berarti ktidakmampuan pemerintah untuk menyeimbangkan 
anggaran (Dougherty, Klase, Song, 2000 dalam Jurnal Wuryan 
Andayani, 2004 : 9). Tekanan keuangan yang terjadi juga bisa 
disebabkan adanya pengelolaan keuangan internal yang tidak baik yang 
menyebabkan terjadinya defisit. Terjadinya krisis keuangan disebabkan 
karena tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi 
kebutuhan pengeluaran. 
Pemerintah daerah yang masyarakatnya mempunyai tingkat hidup 
yang rendah dan miskin menghadapi permasalahan keuangan (fiscal 
stress). Tekanan keuangan (fiscal stress) tersebut akan akan 
menyebabkan tingkat PADnya rendah, sehingga APBDnya juga 
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mempunyai permasalahan yang cukup berat. Dengan adanya 
keterbatasan tersebut, maka pemerintah daerah harus berusaha untuk 
mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.  
Bahl (1984) dalam Jurnal Wuryan Andayani (2004 : 9) 
menganjurkan bahwa ada tiga pendekatan yang umum digunakan untuk 
mengukur kesehatan fiskal pemerintah daerah. Pendekatan pertama 
ditekankan pada posisi surplus atau defisit (pendapatan dikurangi 
pengeluaran) pemerintah daerah. Pendekatan ini mempunyai 
permasalahan pengukuran yang serius. Pendekatan lain adalah untuk 
membandingkan pemerintah daerahyang didasarkan pada penetapan 
indikator tekanan keuangan (indikator ekonomi, sosial, demografi, dan 
indikator keuangan) untuk mengatasi dengan indeks tekanan secara 
keseluruhan. Pendekatan ketiga memfokuskan pada indikator tekanan 
keuangan. Agen peringkat kredit menggunakan metode ini sebagai 
bagian dari analisis mereka dengan meneliti rasio keuangan seperti 
hutang untuk pendapatan dan likuiditas, akan tetapi mereka juga melihat 
ukuran ekonomi umum dan mengijinkan judgment analis kredit dalam 
menghasilkan peringkat.  
 
 Penelitian Terdahulu 
Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam 
























bahwa periode sebelum 
krisis ekonomi tingkat 
kemampuan pembiayaan 
daerah dalam mendanai 
APBD relatif lebih besar 







Belanja Daerah (Studi 
Empiris di Provinsi 
Jawa Timur) 
 
Uji beda    
t-test 
 
Hasil analisis menunjukkan 
bahwa pendapatan dan 
belanja pemerintah Provinsi 
Jawa Timur antara sebelum 
dan sesudah krisis ekonomi 




 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran untuk menyelesaikan perbedaan pendapatan 
dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebelum krisis ekonomi 
dan sesudah krisis ekonomi dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.1. 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
Analisis Perbedaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  





















Perbedaan yang Signifikan 
 18 
 Hipotesis 
Hipotesis dalam penelitian diartikan jawaban sementara penelitian, 
patokan duga, atau dalil sementara, yang kebenarannya akan dibuktikan 
dalam penelitian tersebut (Soekidjo Notoatmodjo : 2005 : 72). Dari 
pengertian hipotesis tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis : 
1. Rata-rata pendapatan pemerintah daerah antara sebelum terjadinya krisis 
ekonomi dan kondisi pendapatan pemerintah daerah setelah terjadinya 
krisis ekonomi adalah berbeda. 
2. Rata-rata belanja pemerintah daerah antara sebelum terjadinya krisis 
ekonomi dan kondisi belanja pemerintah daerah setelah terjadinya krisis 





3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, data yang digunakan 
dalam penelitian ini adlah seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara, yang 
seluruhnya berjumlah 16 Kecamatan. 
 
3.2. Definisi Variabel Penelitian 
1. Variabel Pendapatan Daerah 
Variabel pendapatan daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah 
ditambah dari alokasi umum dan dana alokasi khusus. Diukur dari 
jumlah prosentase perubahan pendapatan. Pendapatan merupakan 
pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana 
alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan asli daerah terdiri 
dari pajak daerah, retirbusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan 
hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang disahkan dan lain-lain 





2. Variabel Belanja Daerah 
Variabel belanja daerah yaitu meliputi semua pengeluaran yang 
merupakan kewajiban daerah dalam satuan anggaran yang akan menjadi 
pengeluaran kas daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja aparatur 
daerah dan belanja pelayanan publik. Belanja daerah dirinci menurut 
kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja 
operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. 
 
3.3. Sampel dan Data Penelitian 
Sampel data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, 
yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jepara yang diperoleh dari kantor statistik keuangan pemerintah 
Kabupaten Jepara.  
Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah diambil selama 
sembilan tahun sebelum terjadinya fiscal stress yaitu tahun 1989/1990 – 
1997/1998 dan sembilan tahun sesudah terjadinya fiscal stress yaitu periode 
1999/2000 – 2007/2008. Tahun 1998 (1998/1999) tidak dimasukkan dalam 
sampel penelitian karena periode tersebut merupakan periode terjadinya 
krisis ekonomi. 
 
3.4. Metode Pengumpulan Data 
Studi perbedaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
pemerintahan daerah perlu didukung data yang akurat. Hal ini dimaksudkan 
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agar dalam hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu 
pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti 
buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 
harian, dan sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui data 
dokumentasi dari kantor statistik keuangan pemerintah daerah Kabupaten 
Jepara.  
 
3.5. Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis uji perbedaan 
Paired Sampel T-test. Uji t-Paired digunakan untuk menentukan ada 
tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud 
adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data (Tommi dan Wiratna, 
2006 : 117). Dalam analisis ini untuk membedakan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah pemerintahan daerah sebelum terjadi krisis ekonomi dan 
setelah terjadi krisis ekonomi di pemerintah daerah Kabupaten Jepara. 
Untuk melakukan uji perbedaan ini menggunakan program komputer SPSS 
(Statistical Package for Sosial Science) versi 11.0 for windows. 
Uji beda t-test dilakukan dengan cara membanding perbedaan antara 
dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel 








Sedangkan rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis 











































Dimana :     
1X  = Rata-rata sampel 1 
2X  = Rata-rata sampel 2 
1S  = Simpangan baku sampel 1 
2S   = Simpangan baku sampel 2 
2
1S  = Varian sampel 1 
2
2S  = Varian sampel 2 
r     = Korelasi antara dua sampel 
 
Adapun langkah-langkah pengujian t - test adalah : 
Ha1 : µ ≠ 0  :  artinya rata-rata pendapatan pemerintah daerah antara 
sebelum terjadinya krisis ekonomi dan kondisi pendapatan 
pemerintah daerah setelah terjadinya krisis ekonomi adalah 
berbeda. 
Ha2 : µ ≠ 0  :  artinya rata-rata belanja pemerintah daerah antara sebelum 
terjadinya krisis ekonomi dan kondisi pendapatan 
pemerintah daerah setelah terjadinya krisis ekonomi adalah 
berbeda. 
Apabila digunakan uji dua sisi dengan tingkat kepercayaan 95% (t = 
5%) dengan df = n-k, maka akan didapat nilai t tabel.  
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Kriteria pengujian hipotesis :  
• Apabila t hitung < t tabel ;  maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
• Apabila t hitung > t tabel ;  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Ho akan diterima (Ha ditolak) pada tingkat kepercayaan tertentu jika t 
hitung lebih kecil dari t tabel. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara pendapatan dan belanja pemerintah daerah antara sebelum 
terjadinya krisis ekonomi dan kondisi pendapatan pemerintah daerah setelah 
terjadinya krisis ekonomi. Sebaliknya Ho akan ditolak (Ha diterima) pada 
tingkat kepercayaan tertentu jika t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga 
ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan dan belanja pemerintah 
daerah antara sebelum terjadinya krisis ekonomi dan kondisi pendapatan 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Jepara 
Jepara sejak abad XVI, termasuk kota Bandar dan Perdagangan. 
Menurut Tom Pires dalam Bukunya “Suma Oriental” bahwa pada tahun 
1470 Jepara di bawah kekuasaan Arya Timur, seorang pedagang yang 
berasal dari Kalimantan Barat, yang pindah dari Maluku yang akhirnya 
menetap di Jepara dan sebagai penguasa di Jepara. 
Selanjutnya era pemerintahan Pati Unus sebagai penguasa Jepara 
tahun 1407. Pati Unus adalah seorang muda yang patriotik yang 
melakukan serangan ke Malaka yang diduduki Portugis tahun 1512, 
meskipun kalah. 
Kemudian era pemerintahan Ratu Kalinyamat yang dinobatkan 
sebagai Adipati Jepara pada tanggal 10 April 1549, setelah terbunuhnya 
Arya Penangsang sebagai pembunuh suaminya Pangeran Hadirin. Ratu 
Kalinyamat mempunyai jiwa patriotisme yaitu gigihnya mengadakan 
perlawanan terhadap Penjajah Portugis. 
2. Industri 
Industri di Kabupaten Jepara sangat bermacam-macam mulai dari 
industri kerajinan ukir kayu, kerajinan rotan dan bambu, tenun ikat 
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teroso, kerajinan monel, kerajinan gerabah sampai furniture dari kayu. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.1 
Data Industri di Kabupaten Jepara 































































Di Kabupaten Jepara terdapat 3 jenis obyek Wisata, yaitu : 
a. Wisata alam : 
1). Pantai Kartini 
2). Tirta Samudra  
3). Pulau Panjang  
4). Air terjun Songgo Langit 
5). Air terjun Suralaya (Kecamatan Mayong) 
6). Goa Tritip 
7). Goa Siluman (Kecamatan Mayong) 
8). Wana wisata laut Karimunjawa. 
9). Taman wisata Sreni Indah 
b. Wisata sejarah : 
1). Museum RA Kartini 
2). Makam dan masjid mantingan 
3). Punden (tempat Pesarean Ratu Kalinyamat) 
4). Pendopo kabupaten 
5). Ari-ari R.A Kartini 
6). Benteng portugis 
c. Wisata budaya : 
1). Sentra Kerajinan Ukir Tahunan 
2). Sentra Kerajinan Monel Kriyan 
3). Sentra Kerajinan Tenun Ikat 
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4). Sentra Kerajinan Grabah Mayong 
5). Even Kesenian Daerah (pesta lomban, jembul tulakan, perang 
obor, lomba durian dan makanan khas Jepara) 
4. Pertanian 





1). Komoditi tahunan (kelapa, jambu, kapuk randu) 
2). Komoditi musiman (tebu, kapas, lada) 
c. Peternakan 
Usaha peternakan merupakan kegiatan sampingan bagi petani antara 
lain: sapi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain. 
d. Perikanan 
Perikanan di Kabupaten Jepara terdapat : 
1). Balai Budidaya Air Payau (BBAP) yang berfungsi 
mengembangkan budidaya air laut. 
2). Usaha Budidaya Tambak : 1.167.65 Ha. 
3). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : 11 unit dengan luas areal 




5. Kondisi Wilayah Kabupaten Jepara 
a. Luas Wilayah Kabupaten Jepara 
Kabupaten Jepara memiliki luas 100.413.189 Ha atau 1.004,13 Km3  
atau 2,29 % dari luas Propinsi Jawa Tengah. Topografi wilayah 
Kabupaten Jepara bervariasi dari dataran tinggi (sekitar Gunung 
Muria dan Gunung Clering) sampai dataran rendah serta wilayah 
kepulauan (kepulauan Karimunjawa) 
b. Jumlah Penduduk : 1.041.636 orang terdiri dari : 
Laki-laki : 524.219 orang 
Perempuan : 517.417 orang  
c. Prasarana Transportasi 
Jalan Propinsi : 77.040 Km yang menghubungkan antara Kudus, 
Demak dan Pati 
Jalan Kabupaten : 718.780 Km yang menghubungkan antara 
Kecamatan se Kabupaten Jepara.  
d. Arah Pemanfaatan Ruang 
Rencana tata jenjang pusat pelayanan : 
1). Kota Jepara sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Kabupaten 
Jepara. 
2). Enam pusat wilayah pembangunan. 
a). Ibu Kota Jepara 
b). Kota Bangsri 
c). Kota Pecangaan 
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d). Kota Karimunjawa 
e). Kota Mayong 
f). Kota Keling 
3). Pusat kawasan pengembangan (ada di seluruh ibu Kota 
Kecamatan) 
4). Kawasan Prioritas 
Kawasan Prioritas yaitu kawasan yang memiliki potensi dan 
permasalahan yang harus ditangani karena pengaruhnya cukup 
besar terhadap Kabupaten Jepara. 
a). Kawasan yang berkembang cepat (jumlah penduduk, 
kelengkapan fasilitas dan memiliki prospek) yaitu 
Kecamatan Jepara dan Karimunjawa. 
b). Kawasan terbelakang (keterbatasan fasilitas dan jaringan) 
yaitu Kecamatan Keling. 
c). Kawasan yang perlu dipelihara fungsi lindungnya yaitu 
hutan lindung, resapan air, perlindungan setempat, suaka 
alam dan rawan bencana. 
d). Kawasan yang menunjang sektor strategis : Kecamatan 
Jepara, Tahunan (pengembangan sektor ekonomi), 
Kecamatan Keling (Pembangunan PLTN), Kecamatan 
Kembang (PLTU). 
e). Kawasan perbatasan wilayah yaitu Kecamatan Welahan, 
Nalumsari, Keling. 
 30 
6. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Jepara 
Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif untuk 
mengembangkan kapasitas masyarakat serta berkembangnya aparat 
dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada 
kepentingan dasar, maka prinsip yang dapat menjadikan pegangan 
bersama adalah visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Jepara.  
a. Visi 
Terwujudnya citra Kabupaten Jepara yang maju, sejahtera, damai, 
demokrasi, mandiri yang didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas, religius dan berakhlaq mulia serta potensi ekonomi 
strategis daerah yang produktif, kompetitif, kondusif dan 
berwawasan lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
b. Misi 
Untuk mewujudkan misi Kabupaten Jepara dan dalam rangka 
merealisasikan Otonomi Daerah, dirumuskan misi sebagai berikut : 
1). Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang 
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dilandasi iman dan 
taqwa. 
2). Mengembangkan potensi ekonomi strategis untuk mendukung 
laju pertumbuhan pembanguanan eknomi daerah yang 
berwawasan lingkungan. 
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3). Memberdayakan perekonomian rakyat dan mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. 
4). Meningkatkan dan membina pemberdayaan daerah menuju 
kemandirin daerah (peningkatan pendapatan daerah ). 
5). Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur daerah (sarana 
prasarana kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial). 
6). Penataan dan optimalisasi kelembagaan daerah dan 
pengembangan jaringan kerja sama serta lingkungan yang 
kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah.  
c. Strategi 
Untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik dari situasi yang 
dihadapi Pemerintah Daerah, dibutuhkan pendekatan strategi dalam 
pengembangan pembangunan di Kabupaten Jepara yaitu : 
1). Pengembangan pembangunan ekonomi yang menekankan pada 
lapangan pekerjaan kepada masyarakat, dengan melakukan 
revitalisasi potensi ekonomi strategi daerah, yang selanjutnya 
dapat dijadikan multipeir effect sector atau bidang lain. 
2). Pengembangan sumber daya manusia yang beriman dan 
bertaqwa, memiliki kepedulian sosial dan berahlaq mulia. 
3). Membina kemitraan dengan swasta yang saling menguntungkan. 
4). Pengembanganm pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. 
5). Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 
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7. Pemerintahan Kabupaten Jepara 
a. Pembagian Wilayah Administratif 
Kabupaten Jepara terbagi 14 Kecamatan, 183 Desa, 11 Kelurahan. 
1). Kecamatan Keling : 20 desa. 
2). Kecamatan Kembang : 11 desa. 
3). Kecamatan Bangsri : 12 desa. 
4). Kecamatan Mlonggo : 16 desa. 
5). Kecamatan Jepara : 11 Kelurahan 5 desa 
6). Kecamatan Karimunjawa :   3 desa. 
7). Kecamatan Kedung : 18 desa. 
8). Kecamatan Tahunan : 15 desa. 
9). Kecamatan Batealit : 11 desa. 
10). Kecamatan Pecangaan : 12 desa. 
11). Kecamatan Kalinyamatan : 12 desa. 
12). Kecamatan Welahan : 15 desa. 
13). Kecamatan Mayong : 18 desa. 
14). Kecamatan Nalumsari : 15 desa. 
b. Aparatur Pemerintah Daerah 
1). Bupati dan Wakil Bupati. 
2). Sekretaris Daerah. 
3). 10 Bagian Setda. 
4). 30 Sub bagian Setda. 
5). 13 Dinas Daerah. 
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6). 5 Badan Daerah  
7). 3 Kantor 
8). Sekretaris DPRD  
c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara dalam rangka pelaksanaan 
Otonomi Daerah : 
1). Perda Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2000 tetang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Jepara. 
2). Perda Kabupaten Jepara Nomor 12 tahun 2000 tentang 
Pembentukan, kedudukan, tugas, pokok fungsi dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah. 
3). Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah. 
4). Perda Nomor 8 tahun 2000 tentang pembentukan BPD. 
5). Perda Nomor 13 tahun 2000 tentang Tata cara pencalonan, 
pemilihan, pelantikan, pemberhentian sementara dan 
pemberhentian Petinggi. 
6). Perda Nomor 14 tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa. 
7). Perda Nomor 15 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
8). Perda Nomor 16 tahun 2000 tentang pembentukan Lembaga 
kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan.  
9). Perda Nomor 17 thun 2000 tentang pembentukan Lembaga 
Kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan. 
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10). Perda Nomor 18 tahun 2000 tentang pembentukan, 
penghapusan, penbangunan dan penataan kelurahan.  
11). Perda Nomor 19 tahun 2000 tentang Sumber pendapatan desa. 
12). Perda Nomor 20 tahun 200 kedudukan keuangan Petinggi dan 
Perangkat Desa. 
13). Perda Nomor 21 tahun 2000 tentang pembentukan, 
penghapusan, pembangunan dan penataan desa. 
14). Keputusan Bupati Jepara Nomor 1 tahun 2000 tentang 
peristilahan dalam penyelenggaraan desa dan kelurahan di 
Kabupaten Jepara. 
15). Keputusan Bupati Jepara Nomor 061.1/755 tahun 2000 tentang 
nomenklatur, jenis serta penjabaran tugas pokok, fungsi dan 
susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Jepara. 
16). Keputusan Bupati Jepara Nomor 061.1/756 tahun 2000 tentang 
nomenklatur, jenis serta penjabaran tugas pokok, fungsi dan 
susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Jepara. 
17). Keputusan Bupati Jepara Nomor 061.1/757 tahun 2000 tentang 
nomenklatur, jenis serta penjabaran tugas pokok, fungsi dan 
susunan organisasi Dinas daerah Kabupaten Jepara. 
18). Keputusan Bupati Jepara Nomor 061.1/758 tahun 2000 tentang 
nomenklatur, jenis serta penjabaran tugas pokok, fungsi dan 
susunan organisasi Kecamatan, Kelurahan, Kabupaten Jepara. 
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19). Keputusan Bupati Jepara Nomor 0044/294 tahun 2000 tentang 
Pedoman penyusunan tata tertib BPD Kabupaten Jepara.    
d. Telah dilaksanakannya pembentukan BPD di 182 Desa. 
 
4.2. Penyajian Data 
Data yang diperoleh adalah data sekunder berupa APBD Kabupaten 
Jepara, terdiri dari data 9 tahun sebelum krisis (1989 – 1997) dan data 9 
tahun sesudah krisis (1999 – 2007). Tahun 1998 tidak disajikan karena saat 
itu adalah terjadinya krisis ekonomi atau terjadinya tekanan keuangan (fiscal 
stress). Penyajian data secara garis besar dapat ditunjukkan pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 
Data Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara 







Selisih Realisasi  
Pendapatan -  
Belanja 
1 1989 8,682,477,999 8,693,674,594.8 (11,196,595.8) 682,477,999 8,595,996,589.9 (7,913,518,590.9) 97,678,004.9 
2 1990 11,821,780,000 11,552,825,122.1 268,954,877.9 11,821,780,000 11,515,760,450.9 306,019,549.1 37,064,671.2 
3 1991 14,021,574,000 13,094,182,052.4 927,391,947.6 14,021,574,000 13,083,657,805.4 937,916,194.6 10,524,247.0 
4 1992 16,659,114,000 16,376,764,683.2 282,349,316.8 16,659,114,000 16,283,986,616.2 375,127,383.8 92,778,067.0 
5 1993 20,255,326,000 20,028,319,567.0 227,006,433.0 20,255,326,000 19,518,228,401.0 737,097,599.0 510,091,166.0 
6 1994 24,002,762,000 23,823,013,951.5 179,748,048.5 24,002,762,000 22,802,564,531.5 1,200,197,468.5 1,020,449,420.0 
7 1995 26,538,118,000 25,995,572,899.5 542,545,100.5 26,538,118,000 26,090,969,066.5 447,148,933.5 (95,396,167.0) 
8 1996 32,488,304,000 32,345,608,046.5 142,695,953.5 32,488,304,000 31,474,554,568.5 1,013,749,431.5 871,053,478.0 
9 1997 47,794,524,000 47,159,917,995.5 634,606,004.5 47,794,524,000 46,275,791,547.5 1,518,732,452.5 884,126,448.0 
10 1998 KRISIS EKONOMI 
11 1999 104,195,089,000 108,761,566,437.0 (4,566,477,437.0) 104,221,039,000 106,573,613,420.0 (2,352,574,420.0) 2,187,953,017.0 
12 2000 94,727,991,000 93,851,690,792.0 876,300,208.0 94,727,991,000 91,823,667,377.0 2,904,323,623.0 2,028,023,415.0 
13 2001 282,182,612,000 289,380,492,771.0 (7,197,880,771.0) 282,182,612,000 272,668,691,696.0 9,513,920,304.0 16,711,801,075.0 
14 2002 321,069,699,000 347,731,948,149.0 (26,662,249,149.0) 321,069,699,000 309,681,389,076.0 11,388,309,924.0 38,050,559,073.0 
15 2003 396,754,109,000 416,500,462,883.0 (19,746,353,883.0) 392,552,710,000 388,733,397,616.0 3,819,312,384.0 27,767,065,267.0 
16 2004 412,071,056,000 415,903,091,699.0 (3,832,035,699.0) 412,071,056,000 405,312,888,097.0 6,758,167,903.0 10,590,203,602.0 
17 2005 414,772,449,000 421,590,379,559.0 (6,817,930,559.0) 430,356,649,000 419,330,691,130.0 11,025,957,870.0 2,259,688,429.0 
18 2006 563,524,120,000 578,627,288,616.0 (15,103,168,616.0) 558,129,120,000 539,721,808,644.0 18,407,311,356.0 38,905,479,972.0 
19 2007 681,954,997,000 689,656,990,657.0 (7,701,993,657.0) 713,228,114,000 670,960,561,906.0 42,267,552,094.0 18,696,428,751.0 
Sumber : Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jepara. 
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Dari penyajian data pada Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa untuk 
pendapatan selama 9 tahun sebelum krisis ekonomi (tahun 1989 – 1997) 
terlihat bahwa rata-rata Pendapatan yang dianggarkan jumlahnya lebih besar 
dibandingkan Realisasi Pendapatan, sedangkan pendapatan selama 9 tahun 
sesudah krisis ekonomi (tahun 1999 – 2007) terlihat bahwa rata-rata 
Pendapatan yang dianggarkan jumlahnya lebih kecil dibandingkan Realisasi 
Pendapatan. Jadi secara kuantitatif terlihat terdapat perbedaan pendapatan 
sebelum dan sesudah krisis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 
Yang dapat dijelaskan juga bahwa untuk belanja selama 9 tahun 
sebelum krisis ekonomi (tahun 1989 – 1997) dan belanja selama 9 tahun 
sesudah krisis ekonomi (tahun 1999 – 2007) terlihat bahwa rata-rata Belanja 
yang dianggarkan jumlahnya lebih besar dibandingkan Realisasi Belanja 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya selisih lebih pada anggaran belanja dari tahun 1989 sampai tahun 
2007, hanya terdapat 2 selisih kurang saja yaitu pada tahun 1989 dan tahun 
1999. 
Perbedaan yang dapat diketahui juga yaitu pada jumlah nominal 
yang cukup berbeda jauh antara sebelum dan sesudah krisis, baik terhadap 
pendapatan maupun belanja pada Kabupaten Jepara.  
Untuk menjelaskan kondisi Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Jepara sebelum dan sesudah krisis ekonomi, dari data di atas dapat 




Grafik Anggaran Pendapatan – Anggaran Belanja 











Dari grafik Anggaran Pendapatan – Anggaran Belanja pada Gambar 
4.1. nampak bahwa Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja 
Kabupaten Jepara sebelum krisis (yaitu tahun 1 – 9 atau tahun 1989 – 1997) 
dan sesudah krisis (yaitu tahun 11 – 19 atau tahun 1999 – 2007) ada 
perbedaan. Perbedaan nampak bahwa Anggaran Pendapatan dan Anggaran 
Belanja sebelum terjadi krisis mengalami sedikit kenaikan dari tahun ke 
tahun, yaitu dapat ditunjukkan nominalnya di bawah Rp. 100.000.000.000,- 
sedangkan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sesudah terjadi 
krisis mengalami kenaikan yang pesat dari tahun ke tahun, yaitu dapat 


































Untuk memastikan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan 
analisis data yang akan dibahas pada bagian berikut ini. 
 
4.3. Analisis Data 
APBD Kabupaten Jepara terdiri dari Anggaran Pendapatan dan 
Anggaran Belanja Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan didapat dari 
Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, ditambah PAD, ditambah Laba 
Hasil Pajak/Bukan Pajak, Sumbangan dan Bantuan, serta Pembangunan. 
Sedangkan sumber dana Anggaran Belanja digunakan untuk Pengeluaran 
Rutin, dan Pengeluaran Pembangunan. Negara Republik Indonesia 
mengalami perubahan anggaran yang siginfikan setelah kena dampak krisis 
ekonomi pada tahun 1998, begitu juga suatu daerah seperti Kabupaten 
Jepara juga kena dampak dari krisis ekonomi tersebut yang mengakibatkan 
perubahan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari perbedaan 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jepara baik sebelum dan sesudah krisis 
dapat dianalisis sebagai berikut : 
1. Analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Sebelum Krisis 
(Tahun 1989 – 1997) dan Sesudah Krisis (Tahun 1999 – 2007) 
Hasil analisis data Pendapatan Kabupaten Jepara sebelum dan 
sesudah krisis ekonomi yang dianalisis dengan uji Perbedaan Paired 
Sampel T-test yang dilakukan perhitungan dengan program SPSS 









Sumber : Data sekunder yang diolah, 2009. 
Dengan memperhatikan Tabel 4.3 dapat diketahui hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan daerah sebelum terjadinya 
krisis ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan 
daerah pada saat sesudah terjadinya krisis ekonomi. Rata-rata Anggaran 
Pendapatan sebelum krisis ekonomi sebesar Rp. 22.473.775.555,44, 
sedangkan rata-rata Anggaran Pendapatan sesudah krisis ekonomi 
adalah sebesar Rp. 363.472.443.444,40. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
kenaikan Anggaran Pendapatan setelah terjadinya krisis ekonomi atau 
tekanan keuangan (fiscal stress) pada APBD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jepara. 
Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara 
Anggaran Pendapatan sebelum dan sesudah krisis hasil perhitungan 










Sumber : Data sekunder yang diolah, 2009. 
Paired Samples Statistics
22473775555.44 9 12114682089.23 4038227363.08
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Paired Samples Test











Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa t hitung adalah sebesar -5,661 
dengan probabilitas sebesar 0.000. Dan dengan digunakan uji dua sisi 
dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) dengan df = n – k = 9 – 1 = 
8, maka didapat nilai t tabel = -2,306. Karena t hitung (-5,661) > t tabel          
(-2,306) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang 
signifikan antara Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jepara antara sebelum terjadinya krisis ekonomi dan kondisi Anggaran 
Pendapatan Pemerintah Daerah setelah terjadinya krisis ekonomi.  
Ada perbedaan kenaikan Anggaran Pendapatan antara sebelum 
krisis dan sesudah krisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
krisis ekonomi membawa perubahan yang signifikan terhadap Anggaran 
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Perbedaan tersebut cukup 
signifikan karena setelah terjadinya krisis mulai tahun 1999 mengalami 
kenaikan 2 kali lipat dari Anggaran Pendapatan tahun sebelum krisis 
(misal tahun 1997). Selanjutnya untuk tahun 2000 sedikit mengalami 
penurunan dari tahun 1999 (yaitu turun sebesar Rp. 9.467.098.000,-), 
hal ini disebabkan karena adanya pengurangan sumber Anggaran 
Pendapatan yaitu Bagian Laba Usaha Daerah (BUMD) dan Pengelolaan 
Terminal oleh Pihak ke-III yang keduanya merupakan sumber 
penerimaan dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Jepara. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya (tahun 2001 - 2007) 
Anggaran Pendapatan selalu dalam kondisi naik, hingga mencapai 
tertinggi yaitu sebesar Rp. 681.954.997.000,- (tahun 2007). 
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Selain nampak perbedaan pada angkanya, juga terdapat perbedaan 
yang nampak pada Anggaran Pendapatan sebelum dan sesudah krisis 
ekonomi, antara lain : 
a. Perbedaan nampak pada rekening-rekening yang digunakan, 
misalnya : pada Anggaran Pendapatan sebelum krisis rekening 
”Penerimaan Lain-lain” diganti setelah krisis menjadi ”Lain-lain 
Pendapatan” padahal yang dimaksud sama. 
b. Perbedaan pada struktur penyusunan Anggaran Pendapatan, 
misalnya : pada Anggaran Pendapatan sebelum krisis susunan 
”Penerimaan Rutin” terdiri dari 5 unsur pendapatan, tetapi pada 
Anggaran Pendapatan setelah krisis ”Penerimaan Rutin” terdiri dari 
4 unsur pendapatan. 
2. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Jepara Sebelum Krisis (Tahun 
1989 – 1997) dan Sesudah Krisis (Tahun 1999 – 2007) 
Hasil analisis data Anggaran Belanja Kabupaten Jepara sebelum 
dan sesudah krisis ekonomi yang dilakukan dengan program SPSS 






Sumber : Data sekunder yang diolah, 2009. 
Dengan memperhatikan Tabel 4.5 dapat diketahui hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Anggaran Belanja daerah sebelum terjadinya krisis 
ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan Anggaran Belanja daerah 
Paired Samples Statistics
21584886666.56 9 13470680322.36 4490226774.12





Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
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pada saat sesudah terjadinya krisis ekonomi. Rata-rata Anggaran 
Belanja sebelum krisis ekonomi sebesar Rp. 21.584.886.666,56, 
sedangkan rata-rata Anggaran Belanja sesudah krisis ekonomi adalah 
sebesar Rp. 367.615.554.555,60. Hal ini menunjukkan bahwa ada 
kenaikan Anggaran Belanja setelah terjadinya krisis ekonomi atau 
tekanan keuangan (fiscal stress) pada APBD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jepara. 
Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara 
Anggaran Belanja sebelum dan sesudah krisis dapat dilihat hasil 









Sumber : Data sekunder yang diolah, 2009. 
Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa t hitung adalah sebesar -5,590 
dengan probabilitas sebesar 0.001. Dan dengan digunakan uji dua sisi 
dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) dengan df = n – k = 9 – 1 = 
8, maka didapat nilai t tabel = -2,306. Karena t hitung (-5,590) > t tabel          
(-2,306) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang 
signifikan antara Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jepara antara sebelum terjadinya krisis ekonomi dan kondisi Anggaran 
Belanja Pemerintah Daerah setelah terjadinya krisis ekonomi.  
Paired Samples Test











Ada perbedaan kenaikan Anggaran Belanja antara sebelum krisis 
dan sesudah krisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya krisis 
ekonomi membawa perubahan yang signifikan terhadap Anggaran 
Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Perbedaan tersebut cukup 
signifikan karena setelah terjadinya krisis mulai tahun 1999 mengalami 
kenaikan 2 kali lipat dari Anggaran Belanja tahun sebelum krisis (misal 
tahun 1997). Selanjutnya untuk tahun 2000 sedikit mengalami 
penurunan dari tahun 1999 (yaitu turun sebesar Rp. 9.493.048.000,-), 
hal ini disebabkan karena adanya pengurangan pengalokasian Anggaran 
Belanja yaitu salah satunya yang nampak tidak ada adalah Sektor 
Sumber daya Air & Irigasi dan juga dipengaruhi oleh pengurangan 
pengalokasian biaya-biaya lain yang merupakan bgain dari 
pengalokasian Anggaran Belanja Kabupaten Jepara. Selanjutnya untuk 
tahun-tahun berikutnya (tahun 2001 - 2007) Anggaran Belanja selalu 
dalam kondisi naik, hingga mencapai tertinggi yaitu sebesar                
Rp. 713.228.114.000,- (tahun 2007). 
Kenaikan Anggaran Belanja sesudah terjadinya krisis ekonomi 
terutama disebabkan adanya peningkatan harga-harga barang menjadi 
naik hampir 10 (sepuluh) kali lipat, sehingga kenaikan harga ini cukup 
signifikan mempengaruhi kenaikan Anggaran Belanja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jepara. 
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Selain nampak perbedaan pada angkanya, juga terdapat perbedaan 
yang nampak pada Anggaran Belanja sebelum dan sesudah krisis 
ekonomi, antara lain : 
a. Perbedaan pada struktur penyusunan Anggaran Belanja, misalnya : 
pada Anggaran Belanja sebelum krisis susunan ”Belanja” diakui 
secara rinci pada setiap sektor, tetapi pada Anggaran Belanja setelah 
krisis ”Belanja” diakui pada garis besarnya saja yaitu menjadi 
Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi & Pemeliharaan, 
Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan, dan 
Belanja Tak Tersangka (mulai tahun 2003 sampai sekarang). 
b. Dengan adanya perbedaan pada struktur penyusunan Anggaran 
Belanja maka berpengaruh pada rekening-rekening yang digunakan, 
yaitu banyak rekening yang hilang. Misalnya : pengakuan belanja 
pada setiap sektor pada Anggaran Belanja sebelum krisis menjadi 








5.1. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan data 
yang ada berkaitan dengan tujuan analisis perbedaan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah sebelum dan sesudah krisis ekonomi yaitu sebagai 
berikut : 
1. Ada perbedaan yang signifikan pada Anggaran Pendapatan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jepara antara sebelum terjadinya krisis ekonomi dan 
kondisi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 
setelah terjadinya krisis ekonomi, hal ini dibuktikan dengan besarnya 
nilai t hitung (-5,661) > t tabel (-2,306), jadi dapat disimpulkan bahwa 
Anggaran Pendapatan sebelum terjadinya krisis ekonomi maupun 
Anggaran Pendapatan setelah terjadinya krisis berarti mempunyai 
perbedaan yang begitu berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Jepara.  
2. Ada perbedaan yang signifikan pada Anggaran Belanja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jepara antara sebelum terjadinya krisis ekonomi dan 
kondisi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara setelah 
terjadinya krisis ekonomi, hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai t 
hitung (-5,590) > t tabel (-2,306), jadi dapat disimpulkan bahwa 
Anggaran Belanja sebelum terjadinya krisis ekonomi maupun Anggaran 
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Belanja setelah terjadinya krisis berarti mempunyai perbedaan yang 
begitu berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Jepara. 
 
5.2. Saran 
Sedangkan saran yang dapat disampaikan untuk pemerintah 
Kabupaten Jepara yaitu :  
1. Dalam kondisi ekonomi dan lingkungan yang mudah berubah saat ini, 
para pejabat pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan 
kondisi yang lebih fleksibel dan inovatif serta harus mempertimbangkan 
faktor-faktor eksternal yang semakin sulit untuk diprediksi, seperti 
bencana alam.  
2. Pemerintah daerah juga harus lebih memprioritaskan kebutuhan dasar 
publik. Belanja atau pengeluaran sebaiknya dirangking menurut prioritas 
atau kebutuhan yang tidak bisa ditangguhkan. Berdasarkan rangking 
prioritas kebutuhan tersebut, diharapkan pemerintah daerah bisa 
mengatasi kesulitan-kesulitan akibat terjadinya krisis yang masih 





Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional 
Akuntansi X, Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. 
https://info.perbanasinstitute.ac.id  
 
Hariadi, B. 2002. Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi 
Daerah di Provinsi Jawa Timur. Simposium Nasional 5, Septmeber, 234-
242, Semarang. 
 
Imam Ghozali, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 
Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit : Andi, Yogyakarta. 
 
Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Cetakan Kelima, Penerbit : Ghalia 
Indonesia, Jakarta. 
 
Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta. 
 
Sumiyati, 2006. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam 
Masa Transisi. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 
19 – 52. dalam www.bppk.depkeu.go.id dikutip tanggal 14 Agustus 2009 
jam 22.30 WIB. 
 
Suparmoko, 2000. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi 5, BPFE, 
Yogyakarta. 
 
Susan, MacManus, Barbara P. Grothe, 1999. Undang-Undang RI No. 22 
Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika. 
 
______, 2002, Kepmendagri No. 29 Tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Direktorat 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jendral Otonomi Daerah. 
 
Tatas Firmansyah, 2006. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Sebelum Dan 
Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Suatu Kajian Empiris di 
47 
 48 
Propinsi Jawa Barat. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta dalam http://rac.uii.ac.id 
 
Tommi Poltak Mario dan V. Wiratna Sijarweni, 2006. SPSS untuk Paramedis 
(Kedokteran, Gizi, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, dan 
Kebidanan). Cetakan Pertama, Penerbit Ardana Media, Yogyakarta. 
 
Wuryan Andayani, 2004. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur), Jurnal Akuntansi dan Keuangan 
Sektor Publik, Vol 05, No. 01, Februari 2004. Kompartemen Akuntan 
Sektor Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. 
 
______, 2003. Undang-Undang RI No. 17 Tentang Keuangan Negara, April. 
 
 
 
